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BUFATI NATURA
PROVINE] KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR %% TAHUN 2015

TENTARG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG AMBANG BATAS PEMAKAIAN BELAN.JA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG: MAHA ESA
BUPATI RATUNA,

Menimbang : a. hahwa dalem rangka melakzanakan Peraturan Menteri
Dalam WNegeri Mo 61 Tabhun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah perhl menetapkan amiran tentang Ambang Batas
Pemakaian Belanja Pada Badan Layanean Umum Dacrah
Kabupaten Naruna;

B. bahwa berdasarkan tidak dapatnya dipergunelksn
Anggaran BLUD Tahun 2015 karena Plapon belanja yang
terbatas maka dipandang perln merubah Peraturan
Rupati Namina Nomor I8 Tahun 2015 tentang Ambany
Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum
Dacrah Kabupaten Natuns;

c. bahwa becrdasarkean pertimbangan  sebagaimana  di
maksud dalam huruf a dan huraf b distas, meka perla
dietapkan Peraturan Bupad Nahina tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tabun 2015
tentang Ambang Batas Pemaksian Belanja Pada Badan
Layanat Ummum Daerah Kabupaten Natuna ;

Mengingat : 1. Undang-Undang WNomor 53 Tehun 19959 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Roksn
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karmun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonczia Tahun 1999 Nomer 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502
sebagoimana telah diubsh beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kefigen atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabuparen FEokan Hulu, Kabupalen Rokan
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Natuna, Kabupalen Kuantan Singingl dan Kota Batam
(Lembaran Nepgara Republit Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang
Pembentuken Provinsi Kepulauan Riaun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambuhan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenleang
Keuangan Negpra (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

4. Undang-Undang ®Maomor 1 Tahun 2004 [entang
Perbendabaraan Megara (Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4400); :

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan
Femerintah Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Naomar 4433);

7. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 306.3);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenleng
Pembentulan Peraniran Perundang-undarngan
(Lermbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 201 f
Momar 82, Tambahan Lembaren Negara Republik
ndanesia Nomor 5234);

9. Undane-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemennlaban Dacrah  (Lembarsn  Negatra Hepubhk
Indonesia Tabhun 2014 Nomor 244, Tambahban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5BT)
sehagaimana telah diubeth beberapekali terakhir dengan
Undsng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubghan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahsn Duaerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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10, Peraturan Pomerintah Nomor 23 Tebhun 2005 tentang
Penpelolaan Keuangan Badan Leyanan Umum [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503} sehagesimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemnenintah Republik Indenesia Nomor ¥4 Tahun 2012
lentang Penpgelolaan Keuangsn Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik [ndoncsia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Tndonesia
Nomor 5340};

11. Peraturan Peomermtah Momor 58 Tabun 2005 tentang
Penpelolaan  Keusangan Daersh  [Lembaran  Negara
Republile Indonesia Tahun 2005 Notoor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 4378);

12, Peraturan Menternn Keusngen Nomor 92/ PME.OS/2011]
tentang Rencana Bisnis dan Angesaran serta Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Urmiim,

13. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 61 Tahon
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolnan Keuangan
Radan Layanan Umum Daerab;

14. Peraturan Dacrah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Fumsah Sakil Umum Daerah Eabupaten Nalana
{Lembaran Dacrah Kabuparen KNatuna Tahun 2011

Nomor 6f;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malung Nomor | Tahun
2015 tentang Anggaran Pondapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten MNatuna Tahun Anggeren 20135 [Lembaran
Diaerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomar 1);

16. Kepulusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 100 Tahun
2011 tentang Penctapan Pola Pengelelaan Keuangan
Badan Layanan Umum Deerah (PPE BLUD} pada Rumaeh
Sakit Umum Daerah Natuna,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG AMBANG BATAS FEMAKAIAN
BELANJA PADA EBADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KAEUPATEN NATUNA

Pasal ¥

1. Kctentusn pada Pasal 2 ayvat 1 di ubah sehingga Pasal 2
berbunyi sehagai berikot

: Pasal 2
Ljﬁﬁfﬂi{ﬂﬁn:m'sg ! 1. Untik kelancaran pelayanan peda Badan Layanan
§ FRE LR : Umum Daerah Kobupaten Natuna maks dana ambang
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batas dapat digunakan melebibi paga sebesar 300% dari
anggaran yang ditetapkan.
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2. Dana ambang batas dapet dipergunalkan untuk bisya
kegiatan pelayanan.

3. Mekanizme penggunaan dana ambang batas berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 11
Peraturan Bupat ina mulsi berlaku pada tanggal divndangloan.
Agar setlap atang mengetabinga memerintahkan

pengundangsn Peraturan Bupati ini dengan penetapaniya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natona.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal & 4 50T

BUPAT| NATUMNA

bd
Diundangkan di Ranai ILY &S SABLI
pada tanggal { ok $07
BSEKRETARIE DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KARUPATEN NATUNRA TAHUN 2015 NOMOR Eﬂ'
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